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ABSTRAK 

 
Dalam rangka menjaga sejumlah uang yang dimilikinya, masyarakat banyak memilih 
dengan cara menyimpannya di bank. Apabila mereka menyimpan uangnya di bank, 
maka mereka akan terikat dan menjadi nasabah dari bank yang bersangkutan. 
Hubungan hukum antara nasabah dengan bank berdasarkan perjanjian (kontrak), 
selaras dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa 
simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan 
perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, 
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akhir-akhir ini 
banyak laporan beberapa nasabah bank umum yang berbeda mengaku bahwa 
sejumlah dana di rekeningnya telah hilang secara tiba-tiba. Permasalahan yang 
melatarbelakangi kerugian pada nasabah, hal ini memiliki keterkaitan dengan 
pentingnya pembuktian terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah guna 
menentukan siapa yang memiliki pertanggungjawaban secara hukum. Maka, bank 
selaku badan usaha yang menyediakan pelayanan e-banking perlu meninjau secara 
yuridis sejauh manakah tanggung jawab bank secara perdata atas hilangnya sejumlah 
dana tabungan nasabahnya melalui e-banking. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian 
hukum kepustakaan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam kajian ini 
adalah pendekatan perundang-undangan, maka penelitian yang dilakukan melalui 
studi kepustakaan dan analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis 
normatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh 
dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.  
Hasil penelitian terhadap kerugian hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui 
e-banking yaitu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila karena 
kelalaian atau kesalahan bank bersangkutan dan dapat dikaitkan dengan kepengurusan 
bank sebagaimana yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan 
ketentuan anggaran dasar perusahaan. Terhadap penyelesaian sengketa disediakan 
beberapa pilihan media baik melalui jalur luar pengadilan maupun melalui 
pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban terbatas pada kerugian materil saja, tidak 
termasuk kerugian immateril. 
 
Kata Kunci : Tanggung Jawab Bank, Hilangnya Sejumlah Dana, Electronic 

Banking (E-Banking). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki cita-cita bangsa, 

salah satunya terwujudnya kesejahteraan rakyatnya. Hal ini tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Dengan mensejahterakan rakyatnya, diharapkan mampu meningkatkan 

perkembangan ekonomi nasional. Maka dari itu perlu keserasian, keselarasan, 

dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang 

ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dapat direalisasikan 

dengan adanya industri perbankan. Sektor perbankan memiliki posisi strategis 

sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Dengan 

adanya industri perbankan diharapkan dapat memperbaiki dan memperkukuh 

perekonomian nasional. 

Dalam rangka menjaga sejumlah uang yang dimilikinya, masyarakat 

banyak memilih dengan cara menyimpannya di bank. Apabila mereka 

menyimpan uangnya di bank, maka mereka akan terikat dan menjadi nasabah 

dari bank yang bersangkutan. Masyarakat menganggap bahwa dengan 

menyimpan sebagian atau seluruh uangnya di bank tentu akan jauh lebih 

aman. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan (UU Perbankan), bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank 

didirikan dimaksudkan untuk pembangunan nasional artinya sebagai upaya 

pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 
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Hubungan hukum antara nasabah dengan bank berdasarkan perjanjian 

(kontrak), selaras dengan isi dari Pasal 5 UU Perbankan bahwa simpanan 

merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank itu berdasarkan 

perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, 

tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Artinya, 

dalam pasal ini menerangkan bahwa bank selaku badan usaha melalui 

penerbitan berbagai jenis perjanjian (kontrak) penyimpanan dana membuat 

adanya hubungan hukum antara nasabah dan bank. Berkenaan dengan hukum 

perjanjian, diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang sifatnya terbuka dan menjadi pelengkap. Artinya, Buku 

III ini memberikan kebebasan pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian 

dalam bentuk apapun, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum 

dan kesusilaan. Perjanjian yang telah dibuat menurut Pasal 1338 (1) 

KUHPerdata dengan asas pacta sun servanda, bahwa perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 

membuatnya. Sedangkan syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata, yakni: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; dan 
4. Suatu sebab yang halal. 

 
Karena Buku III sifatnya terbuka dan pada dewasa ini perkembangan 

teknologi yang begitu signifikan memiliki dampak bagi sektor perbankan. 

Sektor perbankan memiliki inovasi yang memudahkan nasabah untuk 

melakukan transaksi dalam perbankan. Salah satunya dikenal adanya layanan 

electronic banking (yang selanjutnya disebut e-banking) atau dikenal juga 

internet banking, yang termasuk sebagai salah satu bentuk perjanjian. Bank 

yang mengeluarkan produk berupa layanan e-banking ini memanfaatkan 

teknologi internet dalam menjalankan sistemnya. Selain e-banking produk 

yang dikeluarkan oleh bank antara lain, tabungan, deposito, rekening giro, 

pembayaran internasional, kliring, inkaso dan sebagainya. Contoh produk 

layanan e-banking, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), phone 
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banking, electronic fund transfer, dan mobile phone. Umumnya, nasabah 

menggunakan ATM untuk melakukan transakasi non tunai atau transfer dan 

menarik sejumlah dana. Apabila nasabah ingin mengambil sebagian dari 

tabungannya, maka cukup datang ke ATM saja. Namun jika jumlahnya besar 

atau melebihi dari limit yang ditentukan bank, maka nasabah perlu 

mendatangi teller di bank-bank yang tersedia. 

Terhadap pengertian dari pelayanan e-banking sendiri menurut Pasal 

1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh 

Bank Umum (PBI No.9 Tahun 2007) berisi bahwa layanan perbankan melalui 

media elektronik atau yang disebut electronic banking adalah layanan yang 

memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan 

komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik 

antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, dan mobile phone. 

Adapun definisi dari beberapa bank umum di Indonesia mengenai e-banking, 

antara lain: 

1. BNI Internet Banking adalah fasilitas layanan transaksi perbankan 

melalui jaringan internet selama 24 jam dalam 7 hari seminggu, bagi 

Anda Nasabah BNI yang mengingkan kemudahan bertransaksi 

perbankan melalui jaringan internet kapanpun dan dimanapun Anda 

berada;1 

2. BRI Internet Banking adalah suatu cara baru untuk melakukan transaksi 

perbankan dengan menggunakan jaringan internet yang memudahkan 

Anda untuk selalu dapat berinteraksi dengan Bank BRI dimana pun 

berada dengan aman dan mudah; dan2 

                                                
1 BNI Internet Banking Fitur Baru Lebih Lengkap, termuat di http://bni.co.id/id-
id/bankingservice/prioritybanking/layananbniebanking/bniinternetbanking.aspx, diunduh Rabu, 28 September 
2016, Pukul 17.42 WIB. 
2 Internet Banking BRI, termuat di https://ib.bri.co.id/ib-bri/id/help.html, diunduh Rabu, 28 September 2016, 
Pukul 17.44 WIB. 
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3. Mandiri Internet adalah saluran distribusi bank untuk mengakses 

rekening yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan 

menggunakan perangkat lunak browser pada komputer.3 

Dari ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa internet banking 

merupakan pelayanan yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan 

transaksi melalui jaringan internet dengan tujuan untuk memudahkan nasabah 

dalam melakukan transaksi perbankan. 

Selain perjanjian yang mengatur hubungan keperdataan, hukum 

positif di Indonesia juga mengatur tentang tanggung jawab penyelenggaraan 

transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 angka 2 UU 

ITE, bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang 

memanfaatkan penggunaan jaringan berbasis teknologi informasi sehingga 

memiliki akibat hukum juga. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih 

ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh 

para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil4. Dokumen yang 

dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Mengenai e-banking dapat 

dilakukan melalui smartphone, Personal Computer (PC), maupun laptop. 

Selain dampak positif yang diberikan dari perkembangan teknologi berbasis 

internet yang memudahkan dan mempercepat dalam pelayanan, namun 

adapun berbagai masalah yang dapat ditimbulkan. Pemanfaatan teknologi 

informasi yang disediakan bank melalui e-banking juga memiliki peluang 

terhadap risiko gagalnya sebuah sistem. Terhadap kegagalan sistem tersebut 

dapat menimbulkan indikasi adanya kejahatan-kejahatan teknologi berbasis 

internet, seperti penipuan kartu kredit, penipuan online, ATM fraud, money 

laundring, identity theft, hacking, dan sebagainya. 

                                                
3 Aktivasi Mandiri Internet, termuat di 
https://ib.bankmandiri.co.id/retail/FirstTimeSignIn.do?action=term&lang=in_ID, diunduh Rabu, 28 
September 2016, Pukul 17.47 WIB. 
4 Agus Santoso, Dyah Pratiwi, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam 
Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No. 11 Tahun 2008, termuat di 
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-teknologi/665-tanggung-jawab-penyelenggara-sistem-elektronik-
perbankan-dalam-kegiatan-transaksi-elektronik-pasca-uu-no-11-tahun-2008.html), diunduh Selasa, 11 
Oktober 2016, Pukul 19.23 WIB. 
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Akhir-akhir ini banyak laporan dari beberapa nasabah bank umum 

yang berbeda mengaku bahwa sejumlah dana di rekeningnya telah hilang 

secara tiba-tiba. Beberapa laporan nasabah diantaranya, yaitu terjadi pada 

seorang nasabah Bank Mandiri Bengkulu, Firdaus, di mana setelah 

melakukan transaksi dana dengan transfer sejumlah 8 (delapan) juta rupiah 

melalui sms-banking, Ia pun kehilangan sebesar Rp 49.000.000,00 (empat 

puluh sembilan juta rupiah) dari rekeningnya saat melakukan pengecekan 

saldo. Setelah dicek, Ia tidak tahu siapa dan kapan terjadi transaksi tersebut. 

Setelah lapor ke bank, dananya kembali. Namun dana tersebut sebesar Rp 

49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) hilang kembali dari 

rekekningnya dan bank tidak bersedia menggantikannya. Sama halnya terjadi 

pada nasabah lain, Seprialdi, bahwa sebesar Rp 49.000.000,00 (empat puluh 

sembilan juta rupiah) hilang dari rekeningnya. Bank tersebut pernah berjanji 

akan menyelesaikan masalah dalam waktu satu minggu, alhasil saat dilakukan 

konfirmasi ke bagian Senior Back Office, bank justru mengelak atau 

melepaskan diri dari tanggung jawabnya. 

Kemudian terjadi juga pada seorang nasabah Bank Danamon 

Surabaya, Eric Priyo Prasetyo, mengaku bahwa dananya sebesar Rp 

420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang berpindah 10 

(sepuluh) kali dalam kurun waktu dua hari ke sejumlah rekening bank dengan 

nomor rekening yang berbeda-beda. Bahkan koban tidak pernah mengenali 

sejumlah rekening tersebut. Terjadi juga pada seorang nasabah di bank yang 

sama, Saikhu, di mana dananya hilang sebesar 9.446 dollar AS dari 

rekeningnya. Bahkan yang baru-baru ini terjadi di Kota Mataram, Nusa 

Tenggara Barat, adanya pengaduan sejumlah 327 nasabah dari sebuah bank 

pemerintah bahwa uang ditabungannya telah hilang secara drastis. Setelah 

dilkakulasi sekitar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) 

yang hilang dari para nasabahnya tersebut. 

Apabila dilihat dari keterangan para nasabah selaku korban, setelah 

melakukan penelusuran ternyata dana di rekeningnya berpindah melalui 

transaksi non tunai atau transfer ke sejumlah rekening dari bank yang 
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berbeda, namun mereka tidak mengenali, mengetahui, dan  melakukan 

kegiatan transfer tersebut. Atas peristiwa ini para nasabah kemudian 

melaporkannya ke bank di mana Ia terikat sebagai nasabahnya. Reaksi yang 

diberikan dari kebanyakan bank yaitu ada yang dengan menonaktifkan 

rekeningnya dan bahkan ada yang tidak memberikan tanggapan apapun atas 

kerugian yang terjadi pada nasabahnya tersebut. Bank seolah-olah 

menganggap bahwa kerugian terjadi bukan karena kesalahan bank, sehingga 

tidak perlu adanya ganti rugi atas kerugian nasabahnya. Di lain sisi, bank 

seharusnya memberikan jaminan atas keamanan dana tabungan nasabahnya.  

Merujuk pada isi dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI2008 

Tentang Perubahan Atas Peratuan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 Tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah, bank memiliki kewajiban dalam 

melakukan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya 

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Artinya, sudah seharusnya bank 

menindaklanjuti pengaduan para nasabahnya dan bukan mengabaikan 

keluhan nasabah. Aturan dan tata cara pengaduan nasabah juga sudah diatur 

dalam PBI tersebut. 

Bank Indonesia juga membuat regulasi mengenai perlindungan dan 

keamanan dalam transaksi perbankan berbasis teknologi informasi melalui 

Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Regulasi 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan penyediaan layanan e-

banking. Pengaturan tersebut antara lain ditujukan untuk meningkatkan 

keamanan, integritas data, dan ketersediaan layanan electronic banking, 

misalnya dengan mewajibkan seluruh penerbit kartu untuk menggunakan chip 

pada kartu-kartu pembayarannya, menggunakan ‘two factors authentication’ 

pada transaksi on-line yang bersifat financial, melakukan enkripsi pada 

transaksi mobile banking.5 Dalam PBI No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan 

Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank 

Umum mengatur bahwa Bank dapat menyelenggarakan teknologi informasi 

                                                
5 Agus Santoso, Dyah Pratiwi, Tanggung Jawab... Loc.Cit.  
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sendiri dan atau menggunakan jasa pihak penyedia jasa teknologi informasi 

sepanjang memenuhi persyaratan antara lain:6 

1. Bank bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko; 

2. Pihak penyedia jasa harus menjamin keamanan sleuruh informasi 

termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah; 

3. Pihak penyedia jasa tetap memberikan akses kepada auditor intern, 

ekstern dan Bank Indonesia; 

4. Pihak penyedia jasa harus bersedia untuk kemungkinan early termination 

apabila menyulitkan fungsi pengawasan Bank Indonesia. 

Melihat dari poin 2 (dua) di atas artinya, bank bertanggung jawab atas 

penerapan manajemen risiko, yaitu dari pelayanan melalui e-banking. 

Namun, faktanya banyak bank yang justru tidak meresponi kerugian nasabah 

dalam hilangnya sejumlah dana tabungan di rekeningnya. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 

PK), pada Pasal 19 ayat (1) bahwa pelaku usaha bertanggung jawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. Dengan kata lain, bank sebagai pelaku usaha yang berbentuk 

badan hukum bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian dari 

konsumennya yakni nasabahnya akibat produk jasa yang diberikan, yaitu 

pelayanan e-banking melalui media elektronik. Bentuk ganti rugi dijelaskan 

dalam ayat (2), di mana dapat berupa pengembalian uang yang sejenis atau 

setara nilainya. 

Jika dilihat dari beberapa regulasi sebelumnya, bank wajib 

menggantikan kerugian yang terjadi pada banknya. Namun, pada faktanya 

bank bahkan mengelak atau tidak mau menggantikan sejumlah dana tabungan 

nasabah yang teah hilang itu. Jadi sesungguhnya apakah penggantian 

sejumlah dana nasabah tersebut harus dilakukan bank dan sejauh manakah 

kewajiban bank tersebut? Apakah bank memiliki pertimbangan lain atau ada 

alasan lain yang tidak dapat diterima atas pengaduan nasabahmya? Hal ini 
                                                
6 Ibid. 
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masih membuat kebingungan, baik dari pihak bank maupun pihak nasabah, 

sebab bank pada prinsipnya menjamin keamanan dana nasabahnya dengan 

berbasis pada asas kepercayaan dari masyarakat, tetapi di lain sisi bank 

seolah-olah lepas dari tanggung jawabnya tersebut. 

Dengan melihat sejumlah permasalahan yang melatarbelakangi 

kerugian pada nasabah, hal ini memliki keterkaitan dengan pentingnya 

pembuktian terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah guna 

menentukan siapa yang memiliki pertanggungjawaban secara hukum. Maka, 

dalam hal ini bank selaku badan usaha yang menyediakan pelayanan e-

banking perlu meninjau secara yuridis sejauh manakah tanggung jawab bank 

secara perdata atas hilangnya sejumlah dana tabungan nasabahnya melalui e-

banking dan apakah bank wajib mengganti seluruh kerugian nasabahnya 

akibat e-banking tersebut? Maka dari itu saya berminat untuk menulis skripsi 

dengan membahas “Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya 

Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Layanan Electronic Banking 

(E-Banking)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka ditemukan adanya beberapa permasalahan hukum, yaitu: 

1. Apakah bank dapat bertanggungjawab secara perdata terhadap hilangnya 

sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-banking? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hilangnya 

sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-banking? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab bank secara perdata selaku badan 

hukum terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-

banking. 
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2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hilangnya 

sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-banking. 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian ini digunakan metode penelitian 

hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian 

hukum kepustakaan..7 Peneliti memilih metode ini sebagai metode 

penelitian dikarenakan peneliti akan memusatkan penelitian pada hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku sebagai subjek 

tersendiri. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mendasarkan 

pada data kepustakaan atau data sekunder. Bila ditinjau dari sifat 

penelitian, penelitian bersifat deskriptif karena akan menjelaskan tentang 

bagaimana bentuk tanggung jawab bank secara perdata selaku badan 

hukum terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan nasabah melalui e-

banking, faktor-faktor penyebab terjadinya, cara penanggulangannya, 

dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan bank dalam menghadapi 

permasalahan ini. 

2. Bahan penelitian  

Bahan yang akan diperoleh dari studi pustaka (Library Research) 

adalah data sekunder terdiri yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat8 

seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, dan lainnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

bahan hukum primer seperti: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank 

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain. 

                                                
7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 
23. 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 52. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil 

penelitian maupun hasil karya dari kalangan hukum. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti: jurnal hukum 

dan lain-lain. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 

maka akan dilakukan melalui cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer seperti peraturan 

perundang-undangan. Dalam hal ini akan digunakan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun 

bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, artikel, hasil karya dari 

kalangan hukum. Selain itu, akan dilakukan dengan cara mengkaji data 

tersier seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain yang yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.  

4. Analisis Data  

Peneliti akan menguraikan tentang metode analisis terkait 

sistematik hukum yaitu terhadap bahan-bahan hukum primer dan 

sekunder.9 Data yang diperoleh tersebut akan disusun dengan teratur dan 

sistematis, serta Peneliti kemudian akan menganalisis dengan 

menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara 

kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum untuk ditarik kesimpulan dari 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaitkan 

perihal tanggung jawab bank terhadap hilangnya sejumlah dana tabungan 

nasabah melalui layanan electronic banking (e-banking) dengan yang 

mengatur perihal tersebut. 
                                                
9 Soerjono Soekanto, Penelitian... Op.Cit, hlm. 70. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I yaitu, mengenai Pendahuluan. Dalam Bab I ini berisi tentang Latar 

Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan.  

 

BAB II yaitu, mengenai Tinjauan Pustaka Tanggung Jawab Bank Terhadap 

Hilangnya Dana Nasabah Melalui Electronic Banking (E-Banking). 

Dalam Bab II ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian: Pertama, tentang 

perbankan dan Kedua tentang Electronic Banking (E-Banking) Dalam 

Transaksi Perbankan. Dalam sub bagian Perbankan, menjelaskan 

mengenai antara lain, yakni Pengertian Bank, Pengertian Nasabah, 

serta Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan. Sedangkan dalam sub bagian 

Electronic Banking (E-Banking) Dalam Transaksi Perbankan 

menjelaskan mengenai antara lain, yakni Pengertian Electronic 

Banking (E-Banking), Tujuan dan Manfaat Electronic Banking (E-

Banking) Bagi Bank dan Nasabah, dan Risiko Dalam Layanan 

Electronic Banking (E-Banking). 
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BAB III yaitu, mengenai Pelaksanaan Electronic Banking (E-Banking) 

Terhadap Tanggung Jawab Bank Menurut Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia. Dalam Bab III ini dibagi menjadi 7 (tujuh) 

bagian: Pertama, Layanan Electronic Banking (E-Banking). Bagian 

pertama ini akan menjelaskan tentang Gambaran Layanan Electronic 

Banking (E-Banking), Perkembangan Layanan Electronic Banking (E-

Banking), Produk Layanan Electronic Banking (E-Banking), serta 

Otoritas Jasa Keuangan Guna Mengatur, Mengawasi, Melindungi 

Industri Keuangan Yang Sehat. Kemudian bagian yang kedua, akan 

menjelaskan tentang Undang-Undang Perbankan. Ketiga, menjelaskan 

tentang Undang-Undang Bank Indonesia. Keempat, menjelaskan 

tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kelima, 

menjelaskan tentang Undang-Undang Telekomunikasi. Keenam, 

menjelaskan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Ketujuh, menjelaskan tentang Undang-Undang Transfer 

Dana. 

 

BAB IV yaitu, mengenai Analisis Terhadap Tanggung Jawab Bank Terhadap 

Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan Nasabah Melalui Electronic 

Banking (E-Banking). Analisis tersebut akan dikaitkan dengan 

masalah yang ada di lapangan. Dalam Bab IV ini dibagi menjadi 2 

(dua) bagian, yaitu pertama tentang Bank Dapat Bertanggungjawab 

Secara Perdata Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan 

Nasabah Melalui E-Banking, dan yang kedua tentang Mekanisme 

Penyelesaian Sengketa Terhadap Hilangnya Sejumlah Dana Tabungan 

Nasabah Melalui E-Banking. 

  

BAB V yaitu, mengenai Penutup. Dalam Bab V ini berisi tentang Kesimpulan 

dan Saran dari hasil penelitian. 
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